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Latar Belakang

Melaksanakan amanah dan ketentuan:
1. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

4. Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan

5. Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.
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Penyempurnaan ketentuan 
mengenai tata cara pembetulan, 

keberatan, dan pengurangan, 

penghapusan, atau pembatalan 

sanksi/SKP/STP termasuk untuk jenis 

pajak PBB.

Mewujudkan rasa keadilan dan 

kepastian hukum,
memberikan kemudahan bagi wajib 

pajak, serta meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam pembetulan, 

keberatan, pengurangan, penghapusan, 

dan pembatalan di bidang perpajakan



Kewenangan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi

www.pajak.go.id

UU KUP

Pasal 36 ayat (2) UU KUP mengenai kewenangan penghapusan atau pengurangan 

sanksi administrasi (berupa bunga, denda, dan kenaikan) oleh Direktur Jenderal melalui 

Peraturan Menteri Keuangan.

UU PBB

Pasal 20 UU PBB mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak dapat 

mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu berdasarkan permintaan 

Wajib Pajak.

PP
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
Pasal 38 PP 50 Tahun 2022 mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan.
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Sistematika PMK

www.pajak.go.id

4

Perubahan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, 

dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

UU KUP UU PBB PP

• Pasal 25 ayat (5)

• Pasal 26A ayat (1) 

• Pasal 36 ayat (2)

• Pasal 20 

• Pasal 23 

Pasal 37 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 

2022

Judul

Amanat 

Pebentukan



Pokok Perubahan
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Mengubah Ketentuan 

Penghitungan Proporsional

PMK 118/2024: Pembayaran 

dihitung secara proporsional 

pada pokok dan sanksi

Pembayaran dihitung terlebih 

dahulu pada pokok

Pengecualian pengurangan atau 

penghapusan sanksi administratif 

Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), 

dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP

Menambahkan ketentuan 

objek sanksi administratif 

atau denda administratif 

Pajak Bumi dan Bangunan 

yang dapat dikurangkan atau 

dihapuskan.

Pengecualian permohonan 

pengurangan atau 

penghapusan tidak dapat 

dilakukan  atas sanksi 

administratif Pasal 25 ayat 

(9), Pasal 27 ayat (5d), dan 

Pasal 27 ayat (5f) UU KUP

Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Administratif atau 

Pengurangan Denda Administratif 

PBB dalam rangka Mendorong 

Perekonomian Nasional (Pasal 27A)

“Dalam rangka mendorong 

perekonomian nasional, Direktur 

Jenderal pajak dapat melakukan 

pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif atau 

pengurangan denda administratif 

Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat 

Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan 

Pajak Bumi dan Bangunan, Surat 

Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan 

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 

yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 untuk permohonan yang 

diajukan paling lama 2 (dua) 

tahun sejak berlakunya Peraturan 

Menteri ini”



Ketentuan Peralihan
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1 Permohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administratif yang tercantum dalam STP Pasal 

25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat 

(5f) UU KUP, yang

• telah diterima sebelum berlakunya Peraturan 

Menteri ini dan

• belum diterbitkan surat keputusan

diselesaikan berdasarkan PMK 118/2024

2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

• Permohonan,

• Proses penyelesaian, 

• Penerbitan surat Keputusan 

dilakukan berdasarkan Peraturan 

Menteri ini



KEP-239/PJ/2026

Kebijakan Perpajakan 

sehubungan dengan Pengurangan 

atau Penghapusan 

Sanksi Administratif

www.pajak.go.id



Latar Belakang

• Melaksanakan amanah Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP mengenai kewenangan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif (berupa bunga, denda, dan kenaikan) 

oleh Direktur Jenderal melalui Peraturan Menteri Keuangan.

• Banyak WP yang membutuhkan kebijakan pemberian pengurangan/penghapusan sanksi 

administratif untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan kepatuhan WP.
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• Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar, menyetor dan melaporkan 

surat pemberitahuan, melalui pembetulan Surat Pemberitahuan, dan melunasi utang pajak di 

tahun 2026.

• Sebagai instrumen kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara 

dan membangun basis perpajakan yang kuat.

• Memberikan insentif di bidang perpajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

perekonomian nasional dalam bentuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.



Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan 

Denda Administratif PBB dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional

Pasal 27A

“Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif 

Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan 

Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk permohonan yang 

diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini”
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Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif

Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Periode Program: Tanggal KEP Dirjen  ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2027 dan 31 Desember 2027

Ruang Lingkup Sanksi Administratif 

yang Dapat Diberikan Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi 

Administratif

Pemberian Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif 

berdasarkan Permohonan WP

Batas Waktu Pengajuan 

Permohonan Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif

Persyaratan Permohonan Batas Jumlah Pengajuan 

Permohonan

Ketentuan Persyaratan, Batas Waktu 

Pelunasan, Besaran Pengurangan, 

Contoh Kasus, dan Contoh Format 

Surat
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Denda
Pasal 7 ayat (1) UU 

KUP
Denda atas keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT.

Bunga
Pasal 8 ayat (2) UU 

KUP

Bunga atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan pajak 

yang harus dibayar menjadi lebih besar.

Bunga
Pasal 8 ayat (2a) UU 

KUP

Bunga atas pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan pajak 

yang harus dibayar menjadi lebih besar.

Bunga
Pasal 9 ayat (2a) UU 

KUP

Bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang dalam SPT Masa.

Bunga
Pasal 9 ayat (2b) UU 

KUP

Bunga atas keterlambatan pembayaran kekurangan pajak yang 

tercantum dalam SPT Tahunan.

Bunga
Pasal 13 ayat (2) UU 

KUP

Bunga atas kekurangan pajak berdasarkan SKPKB karena pajak 

yang terutang kurang atau tidak dibayar.

Kenaikan
Pasal 13 ayat (3) UU 

KUP

Kenaikan atas SKPKB dalam kondisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bunga
Pasal 14 ayat (3) UU 

KUP

Bunga yang dikenakan melalui STP atas kondisi sebagaimana 

diatur dalam ketentuan tersebut.

Denda
Pasal 14 ayat (4) UU 

KUP

Denda atas pelanggaran kewajiban pembuatan atau pengisian 

Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Kenaikan
Pasal 15 ayat (2) UU 

KUP
Kenaikan atas kekurangan pajak dalam SKPKBT.

Kenaikan
Pasal 17C ayat (5) UU 

KUP

Kenaikan sebesar 100% atas pajak yang kurang dibayar berdasarkan 

hasil pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan kepada Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kenaikan
Pasal 17D ayat (5) UU 

KUP

Kenaikan sebesar 100% atas pajak yang kurang dibayar berdasarkan 

hasil pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan kepada Wajib 

Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Bunga
Pasal 19 ayat (1) UU 

KUP

Bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh 

tempo.

Bunga
Pasal 19 ayat (2) UU 

KUP

Bunga dalam hal Wajib Pajak memperoleh persetujuan untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Bunga
Pasal 19 ayat (3) UU 

KUP

Bunga atas kekurangan pembayaran pajak akibat penundaan 

penyampaian SPT.

Denda
Pasal 10 ayat (3) UU 

PBB

Denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak dalam SKP PBB 

karena SPOP tidak disampaikan setelah ditegur.

Denda
Pasal 10 ayat (4) UU 

PBB

Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang 

berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak 

berdasarkan SPOP.

Denda
Pasal 11 ayat (3) UU 

PBB

Denda administrasi sebesar 2% per bulan atas PBB yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo, paling lama 24 bulan.

Ruang Lingkup Sanksi Administratif
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Jenis Sanksi
Dasar Hukum 

Sanksi
Keterangan Jenis Sanksi

Dasar Hukum 

Sanksi
Keterangan
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8 Oktober 2026 31 Desember 202730 Juni 2027

Penerbitan SKP/STP dan Periode Penghapusan Sanksi

Penagihan

Pengawasan dan Pemeriksaan

Penerbitan STP dan Periode Penghapusan Sanksi

NPWP Baru dan PKP Baru

PPS

Penerbitan SKP dan Periode Penghapusan Sanksi

Penerbitan STP dan Periode Penghapusan SanksiPenerbitan SKP/STP

Periode Kebijakan
12
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a. Sanksi administratif berupa 

denda atas keterlambatan 

pelaporan SPT (Pasal 7 UU KUP);

b. Sanksi administratif berupa 

bunga atas keterlambatan 

pembayaran/penyetoran (Pasal 9 

UU KUP).

• Menyampaikan SPT Tahunan (2025 dan 

sebelumnya) dan/atau SPT Masa 

September 2026 dan sebelumnya, 

sepanjang SPT berstatus KB.

• Orang Pribadi atau Badan terdaftar NPWP 

atau dikukuhkan sebagai PKP, secara 

sukarela.

100% 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026.

50% 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027.

25% 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027.

c. Sanksi administratif berupa 

bunga Program Pengungkapan 

Sukarela (Pasal 13 ayat (2) dan 

Pasal 15 ayat (2) UU KUP ).

• Pelunasan pokok pajak terutang.

• Diterbitkan SKPKB 8 Oktober 2026 s.d. 31 

Desember 2027.

• Pelunasan pokok pajak terutang paling 

lambat 31 Desember 2027.

100%

• Paling lambat 31 Desember 2026.

• Paling lambat 1 bulan setelah SKPKB 

terbit.

50%
Setelah 1 bulan dan paling lambat 2 bulan 

setelah SKPKB terbit.

25% Setelah 2 bulan setelah SKPKB terbit.

Basis Data Perpajakan
1

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
13

www.pajak.go.id

Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif.

Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode Pelunasan atau Pelaporan SPT



Pengawasan
2

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
14
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Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif 

• Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

• SKP atau STP terbit 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode Pelunasan atau Pelaporan SPT

a. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan 

SPT (Pasal 7 UU KUP);

b. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat 

pembetulan SPT (Pasal 8 UU KUP);

c. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan 

pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 UU KUP).

Pelaporan dan/atau Pembetulan SPT (sepanjang SPT 

Normal dan SPT Pembetulan berstatus Kurang 

Bayar).

100% 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026.

50% 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027.

25% 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027.

d. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/kurang bayar pokok 

pajak tahun berjalan (Pasal 14 ayat (3) UU KUP).

• Pelunasan pokok pajak terutang.

• Pelunasan paling lambat  sebelum 30 Juni 2027.

100% Pelunasan paling lambat 1 bulan setelah STP terbit.

50%
Pelunasan setelah 1 bulan dan paling lambat 2 bulan setelah STP 

terbit.

25% Pelunasan setelah 2 bulan setelah STP terbit.

e. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan 

SPT (Pasal 7 UU KUP);

f. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat 

pembetulan SPT (Pasal 8 UU KUP);

g. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan 

pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 UU KUP).

h. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/terlambat membuat 

faktur pajak atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (Pasal 

14 ayat (4) UU KUP).

• Pokok pajak telah dilunasi sebelum 8 Oktober 

2026.

• Membayar sebagian sanksi administratif.

90%

• Membayar 10% sanksi administratif paling lambat 31 Desember 

2026 dan STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026).

• Membayar 10% sanksi administratif paling lambat 1 bulan setelah 

STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026).

75%

Membayar 25% setelah 1 bulan setelah STP terbit (s.d. 30 Juni 2027).

i. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan 

pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP); 

j. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT 

Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

• Melunasi pokok pajak 100% Pelunasan pokok sejak 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026.



Pemeriksaan
3

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
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Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif 

• Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

• SKP atau STP terbit 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode Pelunasan

a. Sanksi administratif berupa bunga hasil pemeriksaan 

Pasal 13 ayat (2) UU KUP);

b. Sanksi administratif berupa bunga Pasal 13 ayat (3) UU 

KUP;

c. Sanksi administratif berupa kenaikan dalam SKPKBT (Pasal 

15 ayat (2) UU KUP); 

d. Sanksi administratif berupa berupa kenaikan Pasal 17C 

ayat (5) UU KUP;

e. Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 17D ayat (5) 

UU KUP.

f. Denda administratif PBB berdasarkan hasil pemeriksaan 

(Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB.

Pelunasan pokok pajak terutang sampai 

dengan 30 Juni 2027

100%

• Pelunasan dilakukan 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 

2026 atas SKP atau SKP PBB, yang terbit 8 Oktober s.d. 

31 Desember 2026.

• Pelunasan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah SKP 

atau SKP PBB terbit, paling lambat 30 Juni 2027.

50%

Pelunasan dilakukan setelah 1 bulan dan paling lambat 2 

bulan setelah  SKP atau SKP PBB terbit, sampai dengan 30 

Juni 2027.

25%
Pelunasan setelah 2 bulan setelah SKP atau SKP PBB terbit, 

sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

g. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan 

pelaporan SPT (Pasal 7 UU KUP);

h. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar 

akibat pembetulan SPT (Pasal 8 UU KUP);

i. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan 

pembayaran/ penyetoran (Pasal 9 UU KUP).

j. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/terlambat 

membuat faktur pajak atau tidak mengisi faktur pajak 

secara lengkap (Pasal 14 ayat (4) UU KUP).

Membayar sebagian sanksi administratif.

90%

• Membayar 10% paling lambat 31 Desember 2026 dan 

STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026).

• Membayar 10% paling lambat 1 bulan setelah STP 

terbit (8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).

75%
Membayar 25% setelah 1 bulan setelah STP terbit (s.d. 30 

Juni 2027).



Penagihan
Terhadap SKP dan SKP PBB Tidak Diajukan Keberatan

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
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Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif 

• Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan atau gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

• SKP atau STP Diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode Pelunasan

4a

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

b. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB).

c. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak 

yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

d. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

Melunasi pokok pajak

100% 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026

50% 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027

25% 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027

e. Sanksi administratif berupa bunga hasil pemeriksaan Pasal 13 ayat (2) 

UU KUP);

f. Sanksi administratif berupa bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP;

g. Sanksi administratif berupa kenaikan dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat (2) 

UU KUP); 

h. Sanksi administratif berupa berupa kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP;

i. Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP.

j. Denda administratif PBB berdasarkan hasil pemeriksaan (Pasal 10 ayat 

(3) dan ayat (4) UU PBB.

Pelunasan pokok pajak terutang

100%
Pelunasan dilakukan 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026 

atas SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB (belum terbit STP PBB)

50%
Pelunasan dilakukan 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027 atas 

SKPKB, SKPKBT, dan SKP PBB (belum terbit STP PBB)

25%
Pelunasan dilakukan 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027 atas SKPKB, 

SKPKBT, dan SKP PBB (belum terbit STP PBB)

k. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT 

(Pasal 7 UU KUP);

l. Sanksi administratif berupa bunga atas kurang bayar akibat pembetulan 

SPT (Pasal 8 UU KUP);

m. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran/ 

penyetoran (Pasal 9 UU KUP).

n. Sanksi administratif berupa denda atas tidak/terlambat membuat faktur 

pajak atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (Pasal 14 ayat (4) 

UU KUP).

Membayar Sebagian dari sanksi 

administratif

90%
Membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 

Desember 2026.

75%
Membayar 25% dari sanksi administratif sejak 1 Januari 2027 

s.d. 30 Juni 2027.



Penagihan (Terhadap SKPKB, SKPKBT, dan SPPT Diajukan Keberatan)
Terhadap SKP, SKP PBB, dan SPPT Diajukan Keberatan

Pengaturan Keputusan Dirjen Pajak Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
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Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif 

• Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan atau gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

• SKP atau STP Diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode Pelunasan

4a

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan 

pembayaran ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan 

pajak yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

c. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT 

Tahunan dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

Melunasi Utang Pajak

100% 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026

50% 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027

25% 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027



Penagihan 
Terhadap SKP, SKP PBB, dan SPPT Tidak Diajukan Keberatan
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Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif 

• Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan atau sedang diajukan gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

• SKP atau STP terbit sebelum 8 Oktober 2026.

• Pokok telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode

4b

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak 

yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

c. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

d. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB).

e. Sanksi administratif berupa bunga hasil pemeriksaan Pasal 13 ayat (2) 

UU KUP);

f. Sanksi administratif berupa bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP;

g. Sanksi administratif berupa kenaikan dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat (2) 

UU KUP); 

h. Sanksi administratif berupa berupa kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP;

i. Sanksi administratif berupa kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP.

Membayar sebagian dari sanksi 

administratif

90%
Membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 

Desember 2026

75%
Membayar 25% dari sanksi administratif sejak 1 Januari 2027 

s.d. 30 Juni 2027.

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

b. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak 

yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

c. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

Membayar sebagian dari sanksi 

administratif

90%
Membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 

Desember 2026

75%
Membayar 25% dari sanksi administratif sejak 1 Januari 2027 

s.d. 30 Juni 2027.

Terhadap SKP Diajukan Keberatan4b



Penagihan 
Utang pajak atau Pokok pajak belum dilunasi
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Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Denda Administratif 

• Memenuhi persyaratan Pasal 23 PMK 118/2024, tidak diajukan atau sedang diajukan gugatan, dan pengurangan diberikan atas sanksi yang belum dibayar.

• STP terbit 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027.

Ruang Lingkup Persyaratan Khusus
Besaran 

Pengurangan
Periode Pelunasan

4c

Utang pajak atau Pokok pajak sudah dilunasi sebelum 8 Oktober 20264c

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

b. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB).

Dalam hal:

1. Keberatan: Melunasi utang 

pajak

2. Tidak mengajukan 

keberatan: Melunasi pokok 

pajak

100% 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026

50% 1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 2027
c. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak 

yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

d. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP. 25% 1 April 2027 s.d. 30 Juni 2027

a. Sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

ketetapan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

b. Denda administratif PBB (Pasal 11 ayat (3) UU PBB). (tidak diajukan 

keberatan)

c. Sanksi administratif berupa bunga atas angsuran dan penundaan pajak 

yang kurang dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP)

d. Sanksi administratif berupa atas penundaan penyampaian SPT Tahunan 

dan berstatus KB (Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

Membayar sebagian sanksi 

administratif.

90%

• Membayar 10% paling lambat 31 Desember 2026 dan 

STP terbit (8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026).

• Membayar 10% paling lambat 1 bulan setelah STP terbit 

(8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).

75%
• Membayar 10% paling lambat 1 bulan setelah STP terbit 

(8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027).
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Besaran Penghapusan/Pengurangan Sanksi 

• Mendorong Wajib Pajak untuk segera membayar pokok atau utang pajak pada tahun 2026.

• Mengamankan pencapaian target penerimaan negara pada tahun 2026.

• Menciptakan perbedaan dibandingkan insentif pengurangan 100% pada periode sebelumnya.

• Memberikan kejelasan batas insentif agar WP terdorong untuk melunasi kewajibannya lebih awal (pada periode 

sebelumnya).

• Memberikan keringanan bertahap bagi WP yang melunasi kewajibannya pada periode terakhir.

• Menjaga keadilan dan tetap memberikan motivasi pelunasan sisa utang pajak meskipun periode insentif utama telah 

terlewati.

Untuk sanksi yang tidak ada pokok pajak

• WP telah membayar 10% dari nilai sanksinya, sehingga tetap mengakomodasi pemasukan negara sebesar 10% dari 

sanksi tersebut.

• Memberikan insentif yang adil bagi WP yang menunjukkan iktikad baik untuk memulai pembayaran kewajiban sanksi.

• WP telah membayar 25% dari nilai sanksinya, dengan tujuan menjaga penerimaan negara tetap masuk sebesar 25% dari 

sanksi tersebut.

• Meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) melalui skema keringanan sesuai periode terakhir.



Materi Edukasi Perpajakan

www.pajak.go.id

www.pajak.go.id

Coretax Pedia

https://pajak.go.id/coretaxpedia/

Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Video Panduan
SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI

Salindia (Slide)
SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan

Simulator Terpandu
SPT Tahunan Coretax

https://spt-simulasi.pajak.go.id

Tautan Materi Edukasi Umum Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Hati-Hati Penipuan

Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfrimasi ke Kring Pajak

1500200
Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja

Unduh Aplikasi M-Pajak

Hanya di App Store dan Play Store

App Store Play Store



Terima Kasih
Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

edukasi.pajak.go.id

Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

@DitjenPajakRI

Follow media sosial kami
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